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1.1 Latar Belakang Pendlitian

Memasuki tahun 2001, sistem pemerintahan dengarootiodaerah mulai direalisasikan.
Konsep dasarnya adalah memberikan wewenang kepaeiahd untuk merencanakan dan
melaksanakan pembangunan daerahnya masing-massuai sdengan apa yang mereka
kehendaki, dan pemerintah pusat akan membantu darelimara kegiatan-kegiatan yang tidak
mungkin dilaksanakan di daerah seperti masalahdian moneter, pembangunan jalan antar
kota dan propinsi, maupun pemeliharaan sistem pramggang melintasi berbagai wilayah.

Undang-Undang yang mengatur tentang otonomi datalah Undang-Undang Nomor 22
Tahun 1999 tentang pemerintahan daerah dan Undamdang Nomor 25 tahun 1999 tentang
perimbangan keuangan antara pemerintah pusat gaahdgang saat ini sudah diganti dengan
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemérgaarah dan Undang-Undang Nomor
33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan ardgararmtah pusat dan pemerintah daerah.

Koswara (2005:123) mengungkapkan bahwa: “ciri utgarag menunjukkan suatu daerah
mampu berotonomi teletak pada kemampuan keuangamya, daerah otonom harus memiliki
kewenangan dan kemampuan untuk menggali sumbereslkabangan sendiri, mengelola, dan
menggunakannya untuk membiayai penyelenggaraaerpgahan daerahnya”.

Kaho (2005:65) menyatakan bahwa untuk dapat metaksa otonomi daerah, setiap
daerah harus memiliki faktor-faktor diantaranya o®a pelaksananya harus baik, keuangan
harus cukup dan baik, peralatannya harus cukupbdédnserta organisasi dan manajemennya

harus baik



Dengan melihat hal tersebut, salah satu faktor yaegiegang peranan sangat penting
adalah faktor keuangan. Seperti yang kita ketalahiwa keberhasilan pembangunan akan
berjalan dengan baik apabila didukung dengan kewrarfdana) yang baik pula. Keuangan
merupakan salah satu syarat kelancaran pelaksaeasmangunan. Kemampuan keuangan suatu
daerah menunjukkan sejauh mana daerah dapat meanpeybangunan dan pemerintahannya
yang menjadi urusan rumah tangganya sendiri.

Membahas masalah keuangan suatu daerah setelalakliBannya otonomi daerah, pasti
tidak akan lepas dari masalah sumber-sumber Petadiafali Daerah (PAD), karena salah satu
kriteria daerah yang mampu melaksanakan otonomiatagengan baik adalah daerah tersebut
mampu membiayai pembangunan dan pemerintahan ddergjan sumber pembiayaan yang
dimiliki, yang salah satunya adalah PendapatanPestirah.

Menurut UU Nomor 32 tahun 2004 tentang pokok-poke&nerintah daerah, sumber-
sumber Pendapatan Asli Daerah terdiri atas :

Pendapatan Pajak Daerah
Pendapatan retribusi daerah

Pendapatan bagian laba BUMD dan investasi lainnya
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah.

BN H

Salah satu sumber PAD yang paling dapat diandalk@&ok menunjang pelaksanaan
pembangunan dan pemerintahannya yang tentunya riemgk mengesampingkan sumber-
sumber yang lainnya adalah pajak daerah.

Masalahnya sekarang otonomi daerah sudah dilaksap#itapi sampai sekarang belum
nyata dan bertanggung jawab. terbukti dari kecilRgadapatan Asli Daerah (PAD) dibanding
Dana Alokasi Umum (DAU) dari pemerintah pusat, apaljika dibandingkan dengan total
APBD, menurut Hamrolie Harun (2003:1) Artinya “sglzn besar daerah masih

menggantungkan kegiatan pemerintahannya dari baperaerintah pusat.”



Hal ini juga dapat dilihat dari kesimpulan yangrdibiapkan Eko Agus Budiyanto (dalam
Abdul Halim, 2002:139), bahwa ‘kontribusi Pendapatssli Daerah (PAD) terhadap APBD
masih relatif kecil atau dengan kata lain hampiaggan Kabupaten/kota belum memiliki tingkat
kemandirian’. Rendahnya PAD pada hampir sebagiaarlaaerah kabupaten/kota di Indonesia
adalah salah satunya disebabkan oleh masih renalakontribusi pajak daerah terhadap
Pendapatan Asli Daerah (Abubakar dalam Abdul H&2i0®2:142)

Demikian juga dengan Kabupaten Sumedang, pajakaldaeemberikan kontribusi kecil
terhadap Pendapatan Asli Daerah. Dalam ketetapanLitbang Fisipol UGM (dalam Basdi
Ati,2004) bahwa kriteria kontribusi pajak daerathtglap PAD dinyatakan baik jika kontribusi
tersebut menunjukkan nilai sebesar 40%. Berikudisajikan data mengenai kontribusi pajak
daerah terhadap total Pendapatan Asli Daerah dacapaian target pajak daerah yang ada di
Kabupaten Sumedang.

Tabe 1.1
Kontribusi Pajak Daerah Terhadap Total PAD

2001 11.129.372.358,0P 32.784.111.229,36 34,0%

2002 1.372.776.108,00 36.828.881.721,76 3,72%

2003 1.619.620.608,00 42.512.893.940,21 3,80%

2004 1.838.127.792,00 52.434.071.731,70 3,50%

2005 2.192.995.105,00 58.656.075.48§,74 3,73%

2006 18.195.742.136,00  64.630.498.828,00  28,15%
Sumber: Dinas Pajak Kab. Sumedang, 2007




Berdasarkan data di atas dapat dilihat bahwa esalggenerimaan pajak daerah secara
nominal mengalami peningkatan dari tahun 2002 sar2@d@6. Akan tetapi kontribusi pajak
daerah terhadap PAD sejak tahun 2001 sampai d&2@f# masih kurang. Kontribusi terbesar
hanya mencapai 34% pada tahun 2001. Sedangkanbkmntterkecil terjadi pada tahun 2004
yaitu sebesar 3,50%.

Dari angka ini juga dapat dilihat bahwa prosentasdribusi pajak daerah terhadap PAD
cenderung mengalami peningkatan dari tahun ke tatapi apabila dibandingkan dengan
besarnya DAU (Dana Alokasi Umum) yang merupakanheian dari pemerintah pusat dan
besarnya biaya pembangunan di wilayah Kabupatere&amg, jumlah PAD ini masih sangat
kurang.

Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah Katlmmpabumedang belum dapat
memaksimalkan potensi yang terdapat di sektor sumpbgk daerah sebagai upaya untuk
meningkatkan PAD. Hal ini terlihat dengan semalaiknya jumlah DAU dari sebelum otonomi
daerah dan setelah otonomi daerah (tahun 2000atiam 2001), yaitu naik sebesar 1037,86%
(Rp.16.364.275.000 menjadi Rp.186.203.994.000).

Mengingat pentingnya pajak daerah guna membiayaiepatahan dan pembangunan,
maka pemerintah daerah harus mengupayakan peramggahgelolaan pajak daerah sehingga
Pendapatan Asli Daerah meningkat pula. Peningkprerimaan Pendapatan Asli Daerah
sangat ditentukan oleh komponennya yaitu diantargmajak daerah, dan pajak daerah pun
ditentukan oleh komponen pajak itu sendiri.

Komposisi pajak daerah yang ada di Kabupaten Sumge@dalalah pajak hotel, pajak
restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak @egan jalan umum, pajak pengambilan bahan

galian gol.C, dan pajak rumah sewa. Salah satu &osp pajak daerah yang cenderung



memberikan kontribusi terbesar ketiga setelah pagstoran terhadap pajak daerah di Kabupaten
Sumedang adalah pajak pengambilan bahan galianggtac. Hal ini dapat dilihat pada tabel di

bawabh ini:

Tabel 1.2
Realisasi komponen Pajak daerah
Di Kabupaten Sumedang Tahun 2004-2006
(Dalam Rupiah)

Uraian Jenis Pajak 2004 2005 2006
Pajak hotel 422.427.338 | 475.384.535| 484.809.082
Pajak Restoran 659.877.621 679.527.224 707.544.476
Pajak Hiburan 15.500.850 | 20.134.850 27.052.250
Pajak Reklame 253.526.900 | 428.768.150 | 565.396.15Q
f plgFgherangan I 0,00 0,00 | 15.767.373.57¢
Umum
PajakPengambilaiBahan | 15 199 783 | 495.943.346 | 492.707.600
Galian Gol.C
Pajak Rumah Sewa 73.595.800 | 93.237.000 | 150.859.00Q
Total Pajak Daerah 1.838.127.792 | 2.192.995.105 | 18.195.742.13§

Sumber: Dinas Pajak Kabupaten Sumedang, 2007

Dari data pada tabel tersebut di atas terlihat bgbevkembangan pajak daerah diikuti oleh
komponen-komponen pajak daerah itu sendiri. Ddruta2004-tahun 2005, Pajak Restoran
merupakan primadona penerimaan yang memberi sumbargrbesar pada akumulasi
penerimaan pajak daerah, kemudian diikuti oleh kP&atel dan Pajak Pengambilan Bahan
Galian Golongan C pada urutan ketiga. Penulis mienskan diri untuk meneliti Pajak
Pengambilan Bahan Galian Golongan C. Karena PaakdMmbilan Bahan Galian Golongan C
ini memiliki potensi cukup baik untuk ditingkatkdrasil pungutannya yang diharapkan akan
semakin besar seiring dengan kemajuan Kabupatenedng, dimana daerah Sumedang
merupakan daerah yang banyak pegunungannya.Halgaidapat terlihat dari besarnya total

penerimaan Pajak Pengambilan Bahan Galian Golofiggang menduduki urutan tiga besar



sehingga memberikan kontribusi yang cukup baikaalp Pendapatan Asli Daerah Kabupaten
Sumedang. Jumlah ini merupakan potensi yang cuésgr bbagi Dinas Pajak Kabupaten Sumedang
untuk lebih mengoptimalkan pendapatan pada pok Pajggambilan bahan galian golongan c.

Namun apakah pihak Dinas Pajak Kabupaten Sumedalaty ®ptimal dalam penarikan Pajak
galian golongan c atau belum. Untuk itulah perketdihui tingkat efektivitas Pajak Pengambilan
Bahan Galian Golongan C Kabupaten Sumedang, agat @alihat bagaimana kinerja Dinas Pajak
Kabupaten Sumedang dalam mengoptimalkan poterst Pehgambilan Bahan Galian Golongan C
di Kabupaten Sumedang.

Menurut Eka Hardiana anggota Panitia Anggaran DBRWa Barat dalam majalah Bujet
terbitan BIGS 2007, menyebutkan *“..bahwa kekurangpemerintah daerah dalam
mengoptimalkan pajak daerah adalah karena pemeri@erah tidak mengetahui potensi pajak
yang bersangkutan...”.

Apabila potensi pajak daerah yang seharusnya metdgsdr anggaran pendapatan pajak
daerah tidak diketahui atau bahkan tidak diperigkan, maka pemerintah daerah akan
kecolongan karena banyak sekali celah untuk metakukanipulasi terhadap penerimaan pajak
daerah sehingga akan mempengaruhi penerimaan Readasli Daerah. Akibatnya dapat kita
simpulkan bahwa penerimaan pajak daerah dapatildijadumber kecurangan keuangan para

oknum yang tidak bertanggung jawab dan akhirnyadaggrugikan pemerintah daerah.

Manfaat lain dari perhitungan atau analisis potgagiu dengan potensi yang ada, setelah
dibandingkan perkiraan penerimaan penerimaan umaga yang akan datang maka kita akan

dapatkan besarnya potensi yang terpendam, sehtast diperkirakan rencana tindakan apa



yang akan kita lakukan untuk menggali potensi tedpen tersebut untuk menentukan berapa
besarnya rencana penerimaan yang akan datang.

Selain itu manfaat dari perhitungan potensi iniladgika kita akan kerjasama dengan
pihak ketiga dalam pemungutan pajak dan retribasrah,maka sudah diketahui berapa besar
potensi yang ada pajak dan retribusi daerah yandika serahkan kepada pihak ketiga tersebut.
Sehingga ketetapan besarnya harga kontrak sudaldipisrkirakan dari besarnya potensi yang
ada.

Begitu pula halnya dengan penerimaan Pajak Peng@mBahan Galian Golongan C,
apabila tidak diketahui potensinya dengahmaka banyak kesempatan untuk memanipulasinya.

Oleh karena itu dengan mengetahui tingkat efdkvPajak Pengambilan Bahan Galian
Golongan C di Kabupaten Sumedang, maka dapat Hiketzagaimana kinerja Pemerintah
Kabupaten Sumedang dalam memaksimalkan Pajak PeilganBahan Galian Golongan C
selama enam tahun terakhir. Setelah itu, diharaft@merintah Kabupaten Sumedang dapat
mengoptimalkan pemungutan Pajak Pengambilan BalaiartGGolongan C dengan berbagai

alternatif.

Berdasarkan hal tersebut, penulis tertarik untulakugan penelitian tentang masalah yang
telah dirumuskan dalam judul : “Analisis Efektigt®emungutan Pajak Pengambilan Bahan
Galian Golongan C serta Kontribusinya Terhadap meaan Pendapatan Asli Daerah di

Kabupaten Sumedang Tahun 2001-2006".

1.2 Rumusan M asalah

Masalah yang timbul dan akan menjadi bahan péneliadalah :



1. Bagaimana laju pertumbuhan Pendapatan Asli Daerdtalbupaten Sumedang dari tahun
2001-2006,

2. Bagaimana potensi sebenarnya Pajak PengambilamBa&izan Golongan C di Kabupaten
Sumedang selama tahun 2001-2006,

3. Bagaimana efektivitas Pajak Pengambilan Bahan GaBalongan C pada Dinas Pajak
Kabupaten Sumedang pada tahun 2001 - 2006,

4. Bagaimana kontribusi realisasi Pajak PengambilahaBaGalian Golongan C terhadap

penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Sugéalaum 2001-2006 .

1.3 Maksud dan Tujuan Penédlitian
1.3.1 Maksud Penelitian

Adapun maksud dari penelitian ini adalah untuk neskdpsikan dan menganalisis
efektivitas pemungutan Pajak Pengambilan Bahara@&ipblongan C serta kontribusinya dalam

meningkatkan penerimaan Pendapatan Asli Daerabh.

1.3.2 Tujuan Penelitian
Sehubungan dengan latar belakang penelitian dansammasalah maka tujuan penelitian

ini adalah untuk memperoleh penjelasan mengenai :



1. laju pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah di Kabufatenedang dari tahun 2001-20086,

2. potensi sebenarnya Pajak Pengambilan Bahan Gali@lon@an C selama tahun di
Kabupaten Sumedang 2001-2006,

3. efektivitas Pajak Pengambilan Bahan Galian Golor@@@aada Dinas Pajak tahun 2001-2006,

4. kontribusi realisasi Pajak Pengambilan Bahan Gattatongan C terhadap penerimaan

Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Sumedang tahunaZ0Wib.

1.4 kegunaan Penelitian

Dari hasil penelitian ini diharapkan akan mempéralgormasi yang relevan yang akan
memberikan kegunaan bagi berbagai pihak terutama gi ba :
1. Dari segi akademis

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untukiga#likasikan berbagai teori yang
telah dipelajari dan berguna bagi pengembangan ipangetahuan akuntansi khususnya
akuntansi sektor publik dengan memberikan sumbargmn pengembangan konsep-konsep
yang sudah ada.
2. Dari segi praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikanegd bahan masukan dan menjadi bahan
pertimbangan oleh pihak Pemerintah Daerah Kabup&tenedang sekaligus sebagai bahan

acuan dalam pembuatan kebijakan dimasa yang akamgdaalam proses pemungutan dan



pengelolaan Pajak Pengambilan Bahan Galian Goloi@eaebagai salah satu upaya dalam

mendukung peningkatan PAD

1.5 kerangka Pemikiran

Bagi Indonesia otonomi daerah merupakan langkabkumtenyongsong era globalisasi.
Pemberian otonomi daerah diharapkan dapat membeki&keluasaan dan dapat memberikan
kesempatan bagi peningkatan kinerja daerah dalanyefmnggaraan pembangunan dan
pelayanan publiknya melalui usaha-usaha yang mamaningkatkan partisipasi aktif
masyarakat.

Salah satu misi utama sehubungan dengan otonomaldamn desentralisasi tersebut
(Mardiasmo, 2004 : 99) vyaitu : “Menciptakan efigseman efektifitas pengelolaan sumber
daerah®. Sejalan dengan hal diatas maka salahtisgéis pokok pemerintah adalah mengelola
dan menggali sumber- sumber daerah secara efektiéfisien.

Pemerintah daerah merupakan pihak yang paling Io@angedalam mengatur daerahnya.
Untuk melaksanakan otonomi daerah harus dapat cegragidentifikasi sektor-sektor potensial
sebagai motor penggerak pembangunan daerah, terutgmya pengembangan potensi
Pendapatan Asli Daerah.Pengembangan potensi kemaandielalui Pendapatan Asli Daerah
dapat tercermin dari kemampuan pengembangan poti@msiperan serta masyarakat melaui
salah satunya pajak daerah.

Dalam penelitian ini-hanya tertuju pada pajak Kattep/kota khususnya yang ada di
Kabupaten Sumedang. Jenis pajak daerah yang bedal@bupaten Sumedang adalah Pajak

hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklap&ak penerangan jalan umum, pajak



pengambilan bahan galian golongan c dan pajak riseala. Dimana setiap komponen pajak
daerah tersebut memiliki kontribusi yang berbedaadap pajak daerah.

Salah satu komponen pajak daerah yang harus mekdapaukup perhatian pemda
Kabupaten Sumedang dengan tidak mengabaikan hdaimlya adalah Pajak Pengambilan
Bahan Galian Golongan C. Karena Pajak Pengambilaha®B Galian Golongan C ini
mempunyai prospek cukup baik dalam meningkatkanl&®atan Asli Daerah.

Menurut Marihot P. Siahaan (2005: 323-324)aR&engambilan Bahan Galian Golongan
C adalah:

Pajak atas kegiatan pengambilan bahan galianngah c. Bahan galian golongan c
adalah bahan galian golongan c¢ sebagaimana dimakilam peraturan perundang-
undanganyang berlaku yaitu Undang-Undang Nomorahiirt 1967 tentang ketentuan pokok-
pokok pertambangan.

Dalam Undang-Undang Nomor 65 tahun 2001 menyebui&hwa:

Segala bahan galian yang terdapat dalam wilayalirhuykertambangan Indonesia yang
merupakan endapan-endapan alam sebagai karunian yaimg Maha Esa,adalah kekayaan
nasional bangsa Indonesia dan oleh karenanya, séikuan dipergunakan oleh Negara untuk
sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Bahan galeahadnsure-unsur kimia mineral-mineral,
bijih-bijih, dan segala macam batuan termasuk batu- mulia yang merupakan endapan-
endapan alam

Karena Pajak Pengambilan Bahan Galian Golonganr@pakan penyumbang Pendapatan
Asli Daerah yang cukup baik, maka pemerintah dabeahs terus meningkatkan pengelolaan
pemungutannya agar penerimaannya terus meningikth Satu upaya yang dapat dilakukan
pemerintah daerah dalam rangka peningkatan peagelgemungutan pajak daerah khususnya
Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C adalalyage lebih mengefektitkan dan
meningkatkan pengawasan pemungutannya.

Untuk mengetahui seberapa jauh pemerintah daeratyafektifkan pemungutan Pajak

Pengambilan Bahan Galian Golongan C ini, maka dikan konsep efektivitas. konsep ini lebih



kepada menggambarkan kinerja pemerintah daeralmdalelaksanakan tugasnya termasuk
sejauh mana daerah dapat mengoptimalkan poteradt Pepgambilan Bahan Galian Golongan
C.

Potensi erat kaitannya dengan target, karena demgagetahui potensi, maka kita akan
lebih tepat menentukan target yang tentunya akambas pada realisasi yang tidak akan jauh
melenceng. Realisasi Pajak Pengambilan Bahan G@@ongan C adalah pelaksanaan dari
target Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongam@ gabelumnya telah direncanakan.

Untuk mengetahui apakah target yang kita susunrdahsasi yang kita dapat sudah
mencerminkan potensi sebenarnya atau belum dark umémilai kinerja Pemerintah Daerah
dalam menjalankan tugasnya, maka kita perlu mehgegédektivitasnya.

Mardiasmo (2004: 134) mendefinisikan efektifitabasgai “Ukuran berhasil atau tidaknya
suatu organisasi mencapai tujuannya”. Lebih lajutEmerson juga menjelaskan arti dari
efektivitas dalam Basdi Ati (2007:16) yaitu : “Petkgran dalam arti tercapainya sasaran atau
tujuan yang telah ditentukan sebelumya”.

Efektivitas menyangkut semua tahap administrasepe@an pajak, menentukan wajib
pajak, menetapkan nilai kena pajak, memungut pajalknegakkan sistem pajak dan
membukukan penerimaan.

Pengertian efektivitas menurut Syafri Daud daldomd@ Halim (2004:166) adalah:

“suatu keadaan yang terjadi sebagai akibat yakehdndaki. Kalau seseorang melakukan
sesuatu perbuatan dengan maksud tertentu dan medikelgendakinya, maka orang itu

dikatakan efektif bila menimbulkan akibat atau meammi maksud sebagaimana
dikehendakinya”.

Bila pengertian efektivitas di atas dikaitkan denganerimaan Pajak Pengambilan Bahan

Galian Golongan C, maksudnya adalah seberapa leseasi penerimaan Pajak Pengambilan



Bahan Galian Golongan C berhasil mencapai targej gabenarnya harus dicapai pada periode

tertentu.

Gambar 1.1 Bagan Kerangka pemikiran

Pendapatan Asli Daerah

Penerimaan Pajak Daerah

Kontribusi Pajak Pengambilan
Bahan Galian Golongan C I

Peningkatan Pengelolaan pemungutan pajal
pengambilan bahan galiggolongan ¢

/\

Efektivitas Efektivitas
Perbandingan antara realisasi Perbandingan antara
pajak galian golongan c dengah realisasi pajak galian
target pajak galian golongan c golongan c dengan potens

pajak galian golongan c

1.6 Pertanyaan Pendlitian



Penelitian memiliki jenis permasalahan yang berdeztia. Dalam setiap penelitian tidak
selalu menguji hipotesis. Namun tergantung darimpsealahan yang dihadapi. Jika suatu
penelitian tidak menguji hipotesis, maka untuk mertggas permasalahan yang diteliti dapat
dirumuskan dalam suatu problematika penelitianrddantuk kalimat tanya yang biasa disebut
pertanyaan penelitian.

Berdasarkan uraian di atas dan mengacu pada kergegkikiran, maka yang menjadi
pertanyaan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana laju pertumbuhan Pendapatan Asli Daardtalbupaten Sumedang dari tahun
2001-20067?

2. Bagaimana potensi sebenarnya Pajak PengambilamBa&ligan golongan C di Kabupaten
Sumedang selama tahun 2001-20067

3. Bagaimana efektivitas Pajak Pengambilan Bahan GaBalongan C pada Dinas Pajak
Kabupaten Sumedang pada tahun 2001-2006?

Bagaimana kontribusi realisasi Pajak PengambildraB&alian Golongan C terhadap
penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Sumgéalaun 2001-20067?



